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Abstract

This study aims to analyze digital economic policies in Indonesia from a sustainable
development perspective using a systematic literature review. The results show that digital
economic policies contribute to economic growth by strengthening digital infrastructure,
digitizing MSMEs, and increasing financial inclusion. However, the impact is still dominated by
economic aspects rather than social and environmental dimensions. This study identifies the
digital divide between regions and introduces the concept of the digital inclusion paradox, a
condition where policies designed to expand access actually have the potential to create new
exclusions due to limited access, digital literacy, and technological adaptation capacity.
Furthermore, a gap was found between policy objectives and their implementation, particularly
regarding the equitable distribution of benefits, governance, and integration of environmental
aspects. These findings emphasize that digital transformation does not always result in
equitable inclusion, thus requiring more integrated, inclusive, and sustainable policies to
support equitable development in Indonesia.

Keywords: Digital Economy, Digital Divide, Digital Inclusion, Public Policy, Sustainable
Development.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan ekonomi digital di Indonesia dalam perspektif
pembangunan berkelanjutan melalui metode systematic literature review. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi digital berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi
melalui penguatan infrastruktur digital, digitalisasi UMKM, dan peningkatan inklusi keuangan.
Namun, dampaknya masih didominasi aspek ekonomi dibandingkan dimensi sosial dan
lingkungan. Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan digital antarwilayah serta
memperkenalkan konsep paradoks inklusi digital, yaitu kondisi ketika kebijakan yang
dirancang untuk memperluas akses justru berpotensi menciptakan eksklusi baru akibat
keterbatasan akses, literasi digital, dan kapasitas adaptasi teknologi. Selain itu, ditemukan
kesenjangan antara tujuan kebijakan dan implementasinya, terutama terkait pemerataan
manfaat, tata kelola, dan integrasi aspek lingkungan. Temuan ini menegaskan bahwa
transformasi digital tidak selalu menghasilkan inklusi yang merata sehingga diperlukan
kebijakan yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan
yang adil di Indonesia.

Kata kunci: Ekonomi Digital, Inklusi Digital, Kebijakan Publik, Kesenjangan Digital,
Pembangunan Berkelanjutan.
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1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap
struktur perekonomian global, termasuk di Indonesia. Transformasi digital mendorong
terciptanya peluang baru dalam aktivitas ekonomi, mulai dari perdagangan elektronik,
sistem pembayaran digital, hingga digitalisasi layanan publik. Dalam konteks
pembangunan nasional, kebijakan ekonomi digital menjadi instrumen strategis untuk
meningkatkan efisiensi, inklusivitas, serta daya saing bangsa di era globalisasi. Studi
(Cheng et al.,, 2023) menunjukkan bahwa transformasi digital berkontribusi nyata
terhadap peningkatan produktivitas total faktor (TFP) pada perusahaan, terutama
melalui efisiensi operasional dan inovasi. Temuan ini relevan bagi Indonesia karena
mengindikasikan bahwa kebijakan ekonomi digital dapat memperkuat daya saing
nasional dengan mendorong adopsi teknologi di sektor riil.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di
dunia, memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi digital. Pemerintah
melalui berbagai kebijakan telah berupaya mendorong pertumbuhan ekosistem digital,
antara lain melalui pembangunan infrastruktur teknologi informasi, penguatan regulasi,
serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis
digital. Namun, implementasi kebijakan tersebut memerlukan arah yang jelas agar
sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Meskipun digitalisasi membuka
peluang besar bagi UMKM Indonesia untuk memperluas pasar dan meningkatkan
efisiensi melalui platform digital, keterbatasan literasi digital dan akses pembiayaan
masih menjadi hambatan utama. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi digital
perlu difokuskan tidak hanya pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga pada
peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan akses inklusif terhadap teknologi
(Sitompul et al., 2025). Keberhasilan digitalisasi UMKM di Indonesia sangat ditentukan
oleh sinergi antara pembangunan infrastruktur, regulasi yang adaptif, serta dukungan
kebijakan yang inklusif. Analisis ini penting karena menunjukkan bahwa ekonomi
digital tidak hanya persoalan teknologi, tetapi juga melibatkan aspek sosial,
kelembagaan, dan tata kelola yang berkelanjutan (Stroupe & Roosman, 2025).

Tabel 1. Data Pengguna Internet dan UMKM digital di Indonesia Tahun 2020-2025
Tahun  Pengguna Internet (Juta)  UMKM Digital (Juta)

2020 196,7 8
2021 210 12
2022 215 16,9
2023 215,6 25,3
2024 221,6 25,5
2025 229,4 27

Sumber : Survei Penetrasi Internet Indonesia (APJIl), BPS, Asosiasi E-
commerce Indonesia (idEA), Kementerian Koperasi dan UKM.

Data 2020-2025 menunjukkan bahwa penetrasi internet di Indonesia terus
meningkat signifikan, dari 196,7 juta pengguna pada 2020 menjadi 229,4 juta
pengguna pada 2025, mencerminkan pertumbuhan akses digital yang konsisten di
masyarakat. Peningkatan jumlah pengguna internet ini sejalan dengan bertambahnya
jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digital, dari sekitar 8 juta pada 2020 menjadi




Journal of Economics Research and Policy Studies, 6(1), 2026, 309

27 juta pada 2025. Tren ini menandakan bahwa transformasi digital telah menjadi
salah satu motor penggerak inklusi ekonomi, terutama dalam memperluas jangkauan
pasar UMKM melalui platform digital. Meski pertumbuhannya cukup pesat, data juga
memperlihatkan bahwa pertambahan UMKM digital mulai melambat setelah 2023,
yaitu hanya naik dari 25,3 juta menjadi 27 juta dalam dua tahun berikutnya. Hal ini
mengindikasikan bahwa meskipun infrastruktur internet terus berkembang, adopsi
digital oleh UMKM menghadapi tantangan baru seperti keterbatasan literasi digital,
akses permodalan, dan kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kebijakan
pemerintah ke depan perlu lebih berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha
serta penguatan ekosistem pendukung agar digitalisasi UMKM tidak stagnan dan
benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi
tidak hanya diukur dari peningkatan output dan nilai tambah, melainkan juga dari
sejauh mana pertumbuhan tersebut dapat memberikan pemerataan, mengurangi
ketimpangan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk
mengkaji bagaimana kebijakan ekonomi digital di Indonesia dapat berkontribusi pada
tercapainya pembangunan berkelanjutan yang menekankan aspek ekonomi, sosial,
dan lingkungan secara seimbang. Studi (Cigu, 2025) menegaskan bahwa ekonomi
digital mampu mempercepat pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan
efisiensi energi dan memperkuat integrasi sumber daya terbarukan. Hal ini relevan
bagi Indonesia karena menunjukkan pentingnya kebijakan digital yang selaras dengan
agenda transisi energi hijau dan pengurangan emisi.

Meskipun ekonomi digital berpotensi mendorong pertumbuhan inklusif, berbagai
tantangan masih dihadapi dalam penerapannya. Salah satu kendala utama adalah
kesenjangan digital antarwilayah, khususnya antara perkotaan dan pedesaan, serta
antara kelompok masyarakat dengan tingkat literasi digital yang berbeda. Selain itu,
isu keamanan data, perlindungan konsumen, dan regulasi perdagangan digital juga
menjadi perhatian penting yang harus diantisipasi agar transformasi digital tidak
menimbulkan ketidakadilan baru. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia masih
dihambat oleh kesenjangan akses infrastruktur dan rendahnya inklusi pelaku usaha
kecil. Rekomendasinya penting karena menyoroti perlunya tata kelola digital yang
lebih adaptif agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara merata di
seluruh lapisan masyarakat (Sapulette & Muchtar, 2023).

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana kebijakan
ekonomi digital Indonesia dirancang dan diimplementasikan dalam kerangka
pembangunan berkelanjutan. Dengan menghubungkan konsep ekonomi digital dan
prinsip pembangunan berkelanjutan, penelitian ini berusaha mengidentifikasi peluang
dan hambatan yang muncul serta memberikan gambaran mengenai arah kebijakan
yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang inklusif dan
berkeadilan. Digitalisasi berpotensi meningkatkan efisiensi dan daya saing UMKM,
sekaligus mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Namun, keterbatasan
literasi digital, akses infrastruktur, dan pendanaan menjadi penghambat utama yang
harus diantisipasi melalui kebijakan pendukung yang inklusif (Bahtiar et al., 2025).
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Fokus penelitian ini tidak hanya pada aspek ekonomi semata, melainkan juga pada
dimensi sosial dan lingkungan yang menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Dengan demikian, analisis kebijakan ekonomi digital dalam penelitian ini diharapkan
mampu menjawab pertanyaan sejauh mana kebijakan tersebut dapat menciptakan
dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan
kesenjangan sosial, serta perlindungan terhadap keberlanjutan lingkungan.
Perkembangan ekonomi digital di Indonesia memiliki korelasi positif dengan
penguatan ekonomi hijau melalui peningkatan efisiensi energi dan pengurangan emisi.
Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi digital sebaiknya dirancang
selaras dengan agenda lingkungan agar manfaat transformasi digital tidak hanya
mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekologi
(Imansyah et al., 2023).

Tujuan spesifik penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan ekonomi digital
Indonesia dalam perspektif pembangunan berkelanjutan dengan menekankan
keterkaitan antara transformasi digital dan pencapaian tujuan pembangunan jangka
panjang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada
pengembangan strategi kebijakan yang lebih komprehensif, inklusif, dan berorientasi
pada keberlanjutan, serta menjadi referensi bagi pengambil kebijakan, akademisi,
maupun praktisi dalam merancang arah pembangunan ekonomi digital Indonesia di
masa depan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas perkembangan ekonomi digital di
Indonesia, sebagian besar masih berfokus pada aspek ekonomi dan teknologi. Kajian
yang mengintegrasikan dimensi sosial dan lingkungan dalam kerangka pembangunan
berkelanjutan secara komprehensif masih terbatas. Selain itu, penelitian yang secara
khusus menganalisis kebijakan ekonomi digital sebagai instrumen pembangunan
berkelanjutan juga belum banyak dilakukan. Berdasarkan kesenjangan tersebut,
penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama, vyaitu:
bagaimana arah kebijakan ekonomi digital di Indonesia, bagaimana kontribusi
kebijakan tersebut terhadap pembangunan berkelanjutan, serta apa saja tantangan
yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ekonomi digital di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

Kebijakan Ekonomi dalam Era Digital

Kebijakan ekonomi merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mengarahkan
pembangunan nasional, termasuk dalam merespons transformasi digital. Dalam
ekonomi modern, kebijakan berfungsi sebagai alat stabilisasi dan sebagai katalisator
inovasi dan inklusi ekonomi. Transformasi digital menuntut adanya kebijakan yang
adaptif, terutama dalam penyediaan infrastruktur digital, regulasi perlindungan
konsumen, serta penguatan ekosistem bisnis berbasis teknologi. (Kemenko
Perekonomian, 2023; OECD, 2020).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik memiliki peran krusial
dalam menentukan keberhasilan ekonomi digital, khususnya melalui pemerataan
akses teknologi dan inklusi finansial. Studi Huda et al. (2025) dalam Digital Economy
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Outlook 2020 menegaskan bahwa kebijakan digital yang terintegrasi mampu
meningkatkan produktivitas dan inklusi ekonomi secara signifikan. Tetapi, pendekatan
kebijakan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih cenderung
berfokus pada aspek pembangunan infrastruktur, sementara dimensi kelembagaan
dan kesiapan sumber daya manusia belum sepenuhnya terintegrasi (Smeru, 2020;
Irawan et al., 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ekonomi digital ditentukan oleh
ketersediaan teknologi dan kualitas tata kelola dan kapasitas institusional. Akhirnya,
dapat dikritisi bahwa kebijakan ekonomi digital di Indonesia masih bersifat parsial dan
belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan sistemik yang mengintegrasikan aspek
ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan. Kelemahan ini berpotensi
menghambat pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Cigu, 2025).

Ekonomi Digital dan Transformasi UMKM

Ekonomi digital dipahami sebagai sistem ekonomi yang berbasis pada teknologi
informasi dan komunikasi, di mana aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi
dilakukan melalui platform digital. Dalam praktiknya, ekonomi digital telah menjadi
motor penggerak inovasi melalui peningkatan efisiensi, penciptaan model bisnis baru,
serta perluasan akses pasar, khususnya bagi UMKM (Bukht & Heeks, 2017).

Berbagai studi menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan daya saing
UMKM melalui efisiensi operasional, inovasi produk, dan akses pasar yang lebih luas
(Purnomo et al., 2024). Ekonomi digital juga berkontribusi terhadap inklusi ekonomi
dengan membuka peluang bagi pelaku usaha kecil untuk terlibat dalam pasar global
(Faj'ri et al., 2024). Studi Melo et al., (2023) menunjukkan bahwa adopsi teknologi
digital meningkatkan efisiensi dan produktivitas UMKM secara signifikan. Namun,
literatur mengungkapkan adanya kontradiksi dalam implementasi ekonomi digital. Di
satu sisi, digitalisasi memperluas peluang ekonomi, tetapi di sisi lain, keterbatasan
literasi digital dan akses infrastruktur justru menciptakan eksklusi baru bagi kelompok
rentan. Temuan Irawan et al. (2024) menunjukkan bahwa kesenjangan akses internet
antarwilayah secara langsung membatasi peluang kewirausahaan digital, terutama di
daerah pedesaan.

Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak bersifat netral, melainkan
sangat dipengaruhi oleh faktor struktural seperti pendidikan, infrastruktur, dan
kebijakan. Oleh sebab itu, keberhasilan ekonomi digital sangat bergantung pada
intervensi kebijakan yang mampu mengurangi kesenjangan tersebut secara sistematis
(World Bank, 2021).

Ekonomi Digital dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Dalam kerangka teori pembangunan berkelanjutan (sustainable development theory),
pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan mencakup dimensi sosial
dan lingkungan yang dikenal sebagai triple bottom line (ekonomi, sosial, lingkungan)
(Elkington, 2018). Dari sisi ekonomi dan sosial, digitalisasi terbukti mampu
meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses pasar, serta mengurangi
ketimpangan melalui pemberdayaan UMKM (Ozturk et al., 2024). Namun, dari
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perspektif kritis, manfaat tersebut belum sepenuhnya merata karena masih adanya
kesenjangan literasi digital dan akses teknologi digital (Iskandar et al., 2025).

Dari sisi lingkungan, ekonomi digital memiliki dua sisi yang kontradiktif. Di satu sisi,
digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi melalui
optimalisasi rantai pasok. Namun di sisi lain, peningkatan penggunaan teknologi digital,
terutama data center, justru berpotensi meningkatkan konsumsi energi dan emisi
karbon (Liu & Wang, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa tanpa regulasi lingkungan
yang kuat, ekonomi digital dapat menimbulkan trade-off terhadap keberlanjutan
ekologis.

Aspek tata kelola menjadi faktor penting dalam keberlanjutan ekonomi digital. Isu
keamanan data, privasi, dan perlindungan konsumen menjadi tantangan utama yang
dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap ekosistem digital (Rachmat et al.,
2025). Tanpa regulasi yang adaptif dan komprehensif, transformasi digital berisiko
menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat pembangunan berkelanjutan.

Pada konteks sektoral, integrasi ekonomi digital juga menunjukkan potensi besar,
misalnya dalam sektor pertanian. Digitalisasi pertanian mampu meningkatkan efisiensi
penggunaan sumber daya serta mendukung ketahanan pangan (Zulfikhar et al., 2024).
Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural yang menunjukkan
adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi di lapangan.

Sintesis Kritis dan Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa ekonomi digital memiliki potensi
besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, namun implementasinya
masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Secara umum, terdapat tiga isu
utama yang muncul, yaitu: (1) kesenjangan digital, (2) kelemahan regulasi dan tata
kelola, (3) belum terintegrasinya dimensi lingkungan dalam kebijakan digital.

Secara konseptual, penelitian ini mengacu pada kerangka integrasi ekonomi digital
dan pembangunan berkelanjutan, di mana kebijakan ekonomi digital dianalisis
berdasarkan tiga dimensi utama: (1) dimensi ekonomi (pertumbuhan dan efisiensi), (2)
dimensi sosial (inklusi dan pemerataan), (3) dimensi lingkungan (keberlanjutan
ekologis). Dari sintesis tersebut, dapat dikritisi bahwa sebagian besar penelitian
sebelumnya masih bersifat parsial, yaitu hanya menyoroti satu atau dua dimensi saja.
Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan
memberikan analisis yang lebih komprehensif dan terintegrasi terhadap kebijakan
ekonomi digital dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic
Literature Review (SLR) untuk menganalisis kebijakan ekonomi digital Indonesia
dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Pendekatan SLR dipilih karena
memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis
temuan dari berbagai penelitian secara sistematis dan transparan (Systematic
literature reviews in management research; Literature review as a research
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methodology). Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi
mampu menghasilkan sintesis kritis terhadap literatur yang ada (Snyder, 2019).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh
melalui studi kepustakaan (library research). Sumber data berasal dari: artikel jurnal
nasional dan internasional bereputasi, prosiding ilmiah, laporan lembaga resmi
(misalnya pemerintah dan organisasi internasional), dokumen kebijakan terkait
ekonomi digital. Pencarian literatur dilakukan melalui database akademik seperti:
Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, dengan kata kunci: digital
economy, digital policy, UMKM digital, dan sustainable development. Proses
pencarian dilakukan pada rentang waktu 2015-2025 untuk memastikan relevansi dan
kebaruan literatur.

Untuk menjaga kualitas dan relevansi data, penelitian ini menggunakan kriteria
sebagai berikut: (1) Kriteria inklusi: Artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam 10 tahun
terakhir (2015-2025), penelitian yang membahas ekonomi digital, kebijakan digital,
atau pembangunan berkelanjutan, studi yang relevan dengan konteks Indonesia atau
negara berkembang, artikel yang tersedia dalam teks lengkap (full-text), (2) Kriteria
eksklusi: Artikel yang tidak melalui proses peer-review, literatur yang tidak relevan
dengan fokus penelitian, artikel dengan data yang tidak jelas atau tidak dapat
diverifikasi. Berdasarkan proses seleksi tersebut, diperoleh +40 artikel yang dianalisis
dalam penelitian ini.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis yang mengacu
pada pedoman PRISMA (Preferred Reporting ltems for Systematic Reviews and Meta-
Analyses) (PRISMA statement systematic reviews) (Page et al., 2021), yaitu: (1)
Identifikasi  (/dentification). Mengumpulkan literatur dari berbagai database
berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan, (2) Penyaringan (Screening).
Menyeleksi judul dan abstrak untuk memastikan kesesuaian dengan topik penelitian,
(3) Kelayakan (Eligibility). Melakukan penilaian terhadap isi artikel secara keseluruhan
berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, dan (4) Inklusi (Inclusion). Menentukan artikel
akhir yang digunakan dalam analisis.

Analisis data menggunakan content analysis dengan pendekatan induktif untuk
mengidentifikasi pola dan tema utama dari literatur yang dianalisis (Qualitative content
analysis in research) (Kyngas, 2020). Tahapan analisis meliputi: Open coding
(mengidentifikasi konsep utama dari setiap artikel), axial coding (mengelompokkan
konsep ke dalam kategori ekonomi, sosial, lingkungan), dan selective coding
(menyusun hubungan antar kategori dalam kerangka konseptual. Selain itu, digunakan
analisis komparatif untuk membandingkan hasil antar penelitian guna mengidentifikasi:
Kesamaan temuan, perbedaan hasil dan kesenjangan penelitian (research gap).
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan sintesis yang lebih
komprehensif dan kritis dibandingkan metode deskriptif biasa (Khirfan et al., 2020).

Untuk menjamin kualitas penelitian, dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:
(1) Triangulasi sumber dengan menggunakan berbagai jenis literatur (jurnal, laporan,
kebijakan), (2) Cross-check antar studi dengan membandingkan hasil dari berbagai




Journal of Economics Research and Policy Studies, 6(1), 2026, 314

penelitian, (3) Audit trail dengan mendokumentasikan proses seleksi dan analisis
literatur secara sistematis, dan (4) Peer debriefing (konseptual) dengan
membandingkan hasil dengan teori dan penelitian sebelumnya. Pendekatan ini
meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian sehingga hasil yang diperoleh lebih
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Diagram Alur PRISMA

Identifikasi:
n = 120 artikel dari database

Identifikasi

Screening
n = 80 artikel (setelah duplikasi dihapus)

I

Eligibility
n = 50 artikel (sesuai abstrak & isi)

'

Included
n = 40 artikel dianalisis

Screening

Eligibility

Included

Gambar 1. Diagram Alur PRISMA

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil penelitian
Tabel 2. Sintesis Hasil Penelitian Ekonomi Digital

No Penulis Metode Fokus Temuan Utama
1 Nastiti (2024) Kualitatif =~ UMKM digital QRIS meningkatkan efisiensi
transaksi
2  Widagdo (2023) SLR Infrastruktur Infrastruktur mendorong inklusi
digital ekonomi
3 lIrawan et al. (2024) Empiris Kesenjangan  Akses tidak merata
digital antarwilayah
4  Purnomo et al. Kualitatif  UMKM Digitalisasi meningkatkan daya
(2024) saing
5 Ozturk et al. (2024) Empiris UKM global Digitalisasi meningkatkan
produktivitas
6 Liudan Wang Review Lingkungan Digitalisasi berdampak pada
(2025) emisi
7 Rachmat et al. Normatif  Regulasi Perlindungan data masih
(2025) lemah
8  Zulfikhar et al. Empiris Pertanian Efisiensi sumber daya
(2024) digital meningkat

Sumber: Data diolah penulis dari berbagai sumber literatur.

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review terhadap 40 artikel, penelitian ini
mengidentifikasi bahwa kebijakan ekonomi digital Indonesia berfokus pada tiga pilar




Journal of Economics Research and Policy Studies, 6(1), 2026, 315

utama, yaitu: (1) penguatan infrastruktur digital, (2) digitalisasi UMKM, dan (3)
pengembangan sistem pembayaran elektronik. Temuan ini sejalan dengan kebijakan
pemerintah melalui Indonesia Digital Roadmap 2020-2025 yang menekankan
pentingnya transformasi digital sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional
(Kemenko Perekonomian, 2023). Pengembangan sistem pembayaran digital seperti
QRIS terbukti mampu meningkatkan efisiensi transaksi serta memperluas akses pasar
bagi UMKM (Nastiti, 2024).

Analisis Temuan

Hasil sintesis menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi digital di Indonesia secara
umum telah memiliki arah strategis yang jelas, terutama melalui penguatan
infrastruktur digital dan perluasan inklusi keuangan. Infrastruktur digital terbukti
menjadi fondasi utama dalam mempercepat transformasi ekonomi serta meningkatkan
konektivitas dan inovasi (Widagdo, 2023; World Bank, 2021). Namun, analisis lebih
lanjut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara arah kebijakan dan
implementasi di lapangan. Meskipun infrastruktur digital mengalami peningkatan,
manfaatnya belum sepenuhnya merata akibat kesenjangan akses antarwilayah
(Irawan et al., 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang berfokus pada
pembangunan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kapasitas
sumber daya manusia dan literasi digital. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa
transformasi digital UMKM masih berada pada tahap awal, yaitu adopsi teknologi
untuk efisiensi operasional, belum pada tahap inovasi strategis. Digitalisasi memang
mampu meningkatkan daya saing UMKM dalam jangka pendek (Purnomo et al., 2024),
namun keberlanjutan manfaatnya sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha
dalam mengembangkan model bisnis berbasis digital (Ozturk et al., 2024).

Pada perspektif keberlanjutan, temuan penelitian menunjukkan adanya kontradiksi
dalam dampak ekonomi digital. Di satu sisi, digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi
dan inklusi ekonomi, tetapi di sisi lain juga berpotensi meningkatkan konsumsi energi
dan emisi karbon akibat penggunaan teknologi digital secara masif (Liu & Wang, 2025).
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi digital di Indonesia belum sepenuhnya
mengintegrasikan dimensi lingkungan dalam perumusannya. Selain itu, aspek tata
kelola juga menjadi isu penting. Lemahnya regulasi perlindungan data dan keamanan
siber berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital
(Rachmat et al., 2025; Saeed et al., 2023). Tanpa penguatan regulasi, transformasi
digital dapat menimbulkan risiko baru yang justru menghambat pembangunan
berkelanjutan.

Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan analisis, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama: Kebijakan
ekonomi digital Indonesia telah berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi ekonomi
dan inklusi keuangan melalui digitalisasi UMKM dan sistem pembayaran elektronik
(Nastiti, 2024; World Bank, 2021). Manfaat ekonomi digital belum merata akibat
adanya kesenjangan digital yang signifikan antarwilayah (Irawan et al., 2024).
Transformasi digital UMKM masih bersifat teknis-operasional dan belum sepenuhnya
mendorong inovasi berkelanjutan (Purnomo et al., 2024; Ozturk et al., 2024 ). Dimensi
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lingkungan dan tata kelola masih kurang terintegrasi dalam kebijakan ekonomi digital
(Liu & Wang, 2025; Rachmat et al., 2025).

Kontribusi limiah

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu
ekonomi, khususnya dalam kajian ekonomi digital dan pembangunan berkelanjutan.
Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pendekatan integratif berbasis triple bottom
line dengan menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi digital dinilai dari aspek ekonomi
dan harus mempertimbangkan dimensi sosial dan lingkungan.

Secara empiris, penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan antara kebijakan
dan implementasi ekonomi digital di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan studi
sebelumnya yang menunjukkan bahwa transformasi digital di negara berkembang
seringkali menghadapi hambatan struktural (World Bank, 2021). Secara praktis,
penelitian ini memberikan implikasi bahwa kebijakan ekonomi digital di Indonesia perlu
diarahkan secara lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek infrastruktur,
literasi digital, regulasi, serta keberlanjutan lingkungan secara simultan.

4.2. Pembahasan

Kebijakan Ekonomi Digital dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi digital Indonesia memiliki
keterkaitan erat dengan agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam
mendukung peningkatan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8) serta
pengurangan kesenjangan (SDG 10). Program digitalisasi, seperti penguatan UMKM
berbasis platform dan sistem pembayaran digital, terbukti meningkatkan akses pasar
dan efisiensi ekonomi (Nastiti, 2024; Kemenko Perekonomian, 2023). Laporan dari
Bappenas (2025) juga menegaskan bahwa transformasi digital berkontribusi terhadap
peningkatan inklusi ekonomi dan penurunan kesenjangan sosial. Namun, temuan
penelitian menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi digital terhadap dimensi lingkungan
(SDG 13) masih relatif terbatas. Peningkatan aktivitas digital justru berpotensi
meningkatkan konsumsi energi dan emisi karbon apabila tidak diimbangi dengan
kebijakan lingkungan yang memadai (Ma & Li, 2025; Liu & Wang, 2025).

Pada UMKM, digitalisasi terbukti mampu meningkatkan daya saing melalui
pemanfaatan e-commerce, pemasaran digital, dan otomatisasi (Purnomo et al., 2024;
Wahyudi et al., 2025). Program seperti Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
juga mendorong percepatan adopsi teknologi oleh pelaku usaha. Namun, rendahnya
literasi digital dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan utama dalam
optimalisasi manfaat tersebut (Sonani et al., 2024). Kemudian, hasil analisis
menunjukkan bahwa kesenjangan digital antarwilayah masih menjadi persoalan
signifikan. Ketimpangan akses internet dan kemampuan digital menyebabkan manfaat
ekonomi digital belum dirasakan secara merata (Sutrisno et al., 2024; Setiawan, 2022).

Pada sisi regulasi, penelitian menemukan bahwa aspek perlindungan data,
keamanan siber, dan perlindungan konsumen masih menghadapi tantangan.
Lemahnya regulasi dan pengawasan berpotensi menurunkan Kkepercayaan
masyarakat terhadap ekosistem digital (Abubakar & Handayani, 2022; Iskandar &
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Nugraha, 2024). Secara sosial, transformasi digital memberikan peluang peningkatan
akses layanan pendidikan dan kesehatan. Namun, kelompok dengan literasi digital
rendah justru berisiko tertinggal, sehingga berpotensi menciptakan eksklusi sosial baru
(Wasir et al., 2025; Sheila & Fahmi, 2024).

Pada dimensi lingkungan, kebijakan ekonomi digital di Indonesia masih lebih
berfokus pada aspek ekonomi dan sosial, sementara integrasi kebijakan lingkungan
relatif terbatas (Kemenko Perekonomian, 2023; Celios, 2025). Jika dibandingkan
dengan negara lain seperti Tiongkok dan Singapura, kebijakan ekonomi digital
Indonesia masih tertinggal dalam integrasi aspek keberlanjutan lingkungan. Negara-
negara tersebut telah mulai menggabungkan agenda ekonomi digital dengan
pembangunan hijau secara lebih sistematis (Xiao et al., 2023; Flo Energy, 2021).

Ketidakseimbangan Dimensi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dalam Kebijakan
Ekonomi Digital Indonesia

Berdasarkan narasi temuan di atas, dapat dilakukan sintesis bahwa kebijakan ekonomi
digital Indonesia secara umum telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dan
inklusi sosial, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip pembangunan
berkelanjutan secara utuh. Dalam perspektif teori pembangunan berkelanjutan (triple
bottom line), kebijakan digital Indonesia masih menunjukkan ketidakseimbangan antar
dimensi. Dimensi ekonomi relatif dominan, diikuti dimensi sosial, sementara dimensi
lingkungan masih terabaikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan
kebijakan yang digunakan masih bersifat growth-oriented, belum sepenuhnya
sustainability-oriented. Kemudian, dalam kerangka teori pembangunan inklusif, hasil
penelitian menunjukkan bahwa meskipun akses ekonomi digital semakin terbuka,
distribusi manfaatnya belum merata. Kesenjangan digital menjadi faktor struktural
yang menghambat pemerataan manfaat tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan
lembaga The SMERU Research Institute yang menekankan bahwa ketimpangan
infrastruktur dan literasi digital menjadi penghambat utama inklusi ekonomi digital.
Hasil penelitian ini mengungkap adanya paradoks digitalisasi, yaitu kondisi di mana
kebijakan yang bertujuan meningkatkan inklusi justru berpotensi menciptakan eksklusi
baru. Hal ini terjadi ketika kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses dan
literasi digital tidak mampu beradaptasi dengan transformasi teknologi.

Pada perspektif kebijakan publik, temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang
digunakan masih bersifat parsial dan sektoral, belum terintegrasi secara lintas dimensi.
Kebijakan infrastruktur belum diimbangi dengan kebijakan pendidikan digital, dan
kebijakan ekonomi belum sepenuhnya terhubung dengan kebijakan lingkungan.
Perbandingan dengan negara seperti Tiongkok dan Singapura memperkuat temuan
bahwa keberhasilan ekonomi digital tidak hanya ditentukan oleh kecepatan adopsi
teknologi, tetapi juga oleh kemampuan mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam
kebijakan. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan
kebijakan ekonomi digital yang lebih komprehensif dengan mengadopsi pendekatan
integrated digital sustainability framework.
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Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi digital Indonesia memiliki
potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, tetapi efektivitasnya
masih terbatas oleh: kesenjangan digital antarwilayah, rendahnya literasi digital,
lemahnya regulasi dan tata kelola, serta minimnya integrasi aspek lingkungan. Oleh
sebab itu, diperlukan transformasi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada inklusi sosial dan keberlanjutan lingkungan
secara simultan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan ekonomi digital di Indonesia memiliki
peran strategis dalam mendorong transformasi ekonomi nasional, terutama melalui
penguatan infrastruktur digital, digitalisasi UMKM, serta peningkatan inklusi keuangan.
Kebijakan tersebut terbukti mampu meningkatkan efisiensi ekonomi, memperluas
akses pasar, dan membuka peluang partisipasi ekonomi yang lebih luas bagi
masyarakat. Pada konteks ini, ekonomi digital telah menjadi instrumen penting dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi modern berbasis teknologi. Namun, hasil analisis
menunjukkan bahwa kontribusi kebijakan ekonomi digital terhadap pembangunan
berkelanjutan masih bersifat tidak seimbang. Dimensi ekonomi menjadi aspek yang
paling dominan, diikuti oleh dimensi sosial, sementara dimensi lingkungan masih relatif
terabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi digital di Indonesia belum
sepenuhnya mengadopsi prinsip triple bottom line, sehingga belum mampu
mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan.

Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan digital yang signifikan, baik
antarwilayah maupun antar kelompok masyarakat. Kesenjangan ini mengindikasikan
bahwa transformasi digital tidak secara otomatis bersifat inklusif, bahkan berpotensi
menciptakan bentuk eksklusi baru bagi kelompok yang memiliki keterbatasan akses
dan literasi digital. Dengan demikian, manfaat ekonomi digital belum sepenuhnya
terdistribusi secara merata. Dari aspek tata kelola, penelitian ini menegaskan bahwa
keberhasilan kebijakan ekonomi digital sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi dan
institusi. Lemahnya perlindungan data, keamanan siber, serta perlindungan konsumen
digital berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital,
yang pada akhirnya dapat menghambat keberlanjutan transformasi ekonomi digital itu
sendiri.

Secara konseptual, penelitian ini menghasilkan temuan penting berupa: Asimetri
dampak ekonomi digital, di mana manfaat terbesar terkonsentrasi pada aspek
ekonomi dibandingkan sosial dan lingkungan. Paradoks inklusi digital, yaitu kondisi
ketika kebijakan inklusif justru berpotensi menciptakan eksklusi baru akibat
kesenjangan akses dan literasi. Kesenjangan kebijakan (policy gap) antara tujuan
kebijakan dan implementasi di lapangan.

Temuan ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi digital
dengan pendekatan yang lebih integratif berbasis pembangunan berkelanjutan.
Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi digital tidak dapat hanya
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi harus dirancang secara holistik
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dengan mempertimbangkan aspek pemerataan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah mengembangkan kebijakan ekonomi
digital yang lebih komprehensif melalui: pemerataan infrastruktur dan peningkatan
literasi digital, penguatan regulasi dan tata kelola digital, serta integrasi aspek
lingkungan dalam strategi ekonomi digital nasional. Penelitian lanjutan perlu dilakukan
dengan pendekatan empiris untuk mengukur secara kuantitatif dampak ekonomi digital
terhadap aspek lingkungan, sehingga dapat memberikan dasar yang lebih kuat dalam
perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
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